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Abstrak
 

Skripsi ini membahas tentang yurisdiksi ICSID terhadap sengketa kewajiban kontraktual dan sengketa

kewajiban traktat. Sengketa kewajiban kontraktual tunduk pada hukum nasional negara penerima investasi

sehingga diselesaikan melalui pengadilan nasional negara penerima investasi. Sedangkan, sengketa

kewajiban traktat tunduk pada hukum internasional, yang di antara lain meliputi prinsip hukum umum

maupun hukum kebiasaan internasional sehingga diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa

seperti ICSID. Dalam praktik, seringkali terdapat tumpang tindih antara kedua jenis sengketa tersebut karena

investor asing dapat mengajukan sengketanya ke ICSID secara langsung meskipun lahir dari pelanggaran

kontrak investasi dan bukan perjanjian investasi bilateral (PIB). Hal ini disebabkan karena yurisdiksi ICSID

berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Konvensi ICSID didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan

dalam masing-masing kontrak investasi maupun PIB. Selain itu, majelis arbitrase ICSID memiliki

pendekatan yang berbeda-beda untuk menentukan lingkup yurisdiksi ICSID.

Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk meninjau penerapan ketentuan yurisdiksi

ICSID terhadap sengketa kewajiban kontraktual dan sengketa kewajiban traktat dalam kasus Churchill

Mining v. Indonesia, Vivendi Annulment, SGS v. Pakistan, dan SGS v. Philippines. Berdasarkan keempat

kasus tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa ICSID memiliki yurisdiksi terhadap sengketa kewajiban traktat

selama persyaratan dalam yurisdiksi ICSID terpenuhi. Akan tetapi, yurisdiksi ICSID terhadap sengketa

kewajiban kontraktual bergantung pada konstruksi masing-masing kontrak investasi dan PIB. Skripsi ini

menyarankan agar para pihak penyusun kontrak investasi dan PIB memperjelas sengketa yang masuk dalam

lingkup kesepakatannya. Selain itu, negara penerima investasi dapat menyisipkan kewajiban untuk

menempuh seluruh upaya dalam hukum nasional negara penerima investasi (exhaustion of local remedies)

sebelum para pihak dapat bersengketa di ICSID.

<hr>

This thesis provides an overview of ICSID jurisdiction over contract and treaty claims. Contract claims are

claims based on contract which fall within the purview of the domestic law of the host state, hence subject to

the courts of the host state. On the other hand, treaty claims are based on violations of a treaty (in this case a

Bilateral Investment Treaty or BIT) and is subject to international law with its own dispute settlement

mechanism, such as ICSID. Contract and treaty claims are often conflated in practice because of the direct

access that investors have to ICSID. This situation is perpetuated by the fact that ICSID jurisdiction under

Article 25(1) of the ICSID Convention is based on the consent of both parties, which differs in each

investment contract or BIT. Furthermore, tribunals employ different approaches to determine the scope of

ICSID jurisdiction.

This thesis uses a juridical-normative approach to determine how tribunals apply ICSID jurisdiction over

contract and treaty claims based on four cases, namely Churchill Mining v. Indonesia, Vivendi Annulment,
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SGS v. Pakistan, and SGS v. Philippines. Based on these four cases, ICSID has jurisdiction over treaty

claims, so long as its jurisdictional requirements are met. However, ICSIDs jurisdiction over contract claims

is highly contingent on the construction of each specific investment contract or BIT. In conlusion, this thesis

suggests that drafters of investment contracts and BITs should explicitly provide the disputes that fall within

each agreement. Moreover, BIT drafters could include an exhaustion of local remedies requirement.

 

 

 

 

 


